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ABSTRAK

Nama : Eva Nadila Kusuma
Prodi > llImu Komunikasi
Judul : Komunikasi  Interpersonal Pegawai dalam Pelayanan

Administrasi Kependudukan di Kantor Camat Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan, yang
dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi interpersonal pegawai. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui komunikasi interpersonal pegawai di Kantor Camat
Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan pendekatan
kualitatif metode deskriptif dan teori komunikasi interpersonal Joseph A. DeVito
yang meliputi keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan
kesetaraan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal
pegawai telah berjalan cukup baik, ditandai dengan keterbukaan informasi, empati
terhadap masyarakat, sikap mendukung, sikap positif, serta kesetaraan dalam
pelayanan tanpa membedakan latar belakang, meskipun masih terdapat kendala
teknis seperti gangguan jaringan. Secara keseluruhan, komunikasi interpersonal
yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan
membangun kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Komunikasi Interpersonal,
Pelayanan Publik, Pelayanan KTP



ABSTRACT

Name : Eva Nadila Kusuma
Department : Communications Science
Title : Komunikasi  Interpersonal Pegawai dalam  Pelayanan

Administrasi Kependudukan Di Kantor Camat Batang Cenaku
Kabupatenindragiri Hulu

This research is motivated by the increasing public demand for the quality
of -public services, especially population administration, which is influenced by
the interpersonal communication skills of employees. This study aims to determine
the interpersonal communication of employees at the Batang Cenaku Sub-district
Office, Indragiri Hulu Regency, using a qualitative descriptive method approach
and Joseph A. DeVito's interpersonal communication theory which includes
openness, empathy, supportive attitudes, positive attitudes, and equality. Data
were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed
through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results
of the study indicate that employee interpersonal communication has been
running quite well, characterized by openness of information, empathy towards
the community, supportive attitudes, positive attitudes, and equality in service
without differentiating backgrounds, although there are still technical obstacles
such as network disruptions. Overall, effective interpersonal communication plays
an important role in improving service quality and building public trust.

Keywords: Interpersonal communication, population administration, public
service, ID card service
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas
segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Komunikasi Interpersonal Pegawai dalam
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Camat Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu” dengan baik. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah
hal. yang mudah, melainkan melalui berbagai tahapan, tantangan, serta
pembelajaran yang berharga sejak bulan April 2025 hingga Januari 2026 di
lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Semua ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa
Ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan di setiap
langkah penulis.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan
kesehatan, kesempatan, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu
menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada
junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang telah
membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan
ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Ucapan terima kasih yang paling tulus dan mendalam penulis persembahkan
kepada keluarga tercinta, yaitu ibunda Winarti, ayahanda Slamet Riadi, serta Adek
saya Avrillio, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, nasihat,
serta dukungan baik secara moral maupun finansial. Segala pengorbanan,
perhatian, dan cinta yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam
menjalani proses pendidikan hingga tahap akhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa
Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, serta membalas segala
kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda dan tidak terhingga.

Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri.
Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam
menghadapi berbagai tantangan, tekanan, serta rasa lelah selama proses
penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap kuat, tetap berusaha, dan terus
melangkah meskipun dalam keadaan sulit. Segala proses yang telah dilalui
menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati setiap tahap dengan penuh
kesabaran dan keteguhan hati. Semoga ke depan, penulis dapat terus berkembang
menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu mencapai cita-cita yang di inginkan.
Selain itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis juga
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1.:Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan

kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menempuh pendidikan hingga

tahap akhir ini.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik semakin menguat seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan
kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara. Instansi pemerintah
dituntut tidak hanya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, tetapi juga
mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui
komunikasi yang efektif. Dalam konteks organisasi, komunikasi interpersonal
menjadi fondasi utama dalam menciptakan kerja sama yang produktif,
membangun kepercayaan, serta mendorong terciptanya budaya dialog yang
terbuka. Sebagaimana dikemukakan oleh Gamble (2020), organisasi yang berhasil
adalah organisasi yang mampu menciptakan budaya komunikasi yang mendukung
keterbukaan dan umpan balik konstruktif. Namun demikian, dalam praktik
pelayanan publik di tingkat kecamatan, efektivitas komunikasi interpersonal
belum selalu berjalan optimal sehingga berdampak pada kualitas pelayanan yang
dirasakan masyarakat.

Komunikasi interpersonal dalam lingkungan kerja mencakup interaksi verbal
maupun nonverbal yang terjadi antara pegawai dengan pegawai lainnya, maupun
antara pegawai dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Proses pertukaran
informasi, ide, dan perasaan yang berlangsung secara langsung dan timbal balik
memungkinkan terciptanya hubungan kerja yang lebih efektif. komunikasi
merupakan bentuk interaksi yang melibatkan pertukaran gagasan dan tanggapan
yang dapat memengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Dalam konteks
pelayanan publik, kemampuan komunikasi interpersonal yang baik akan
mempermudah penyampaian prosedur, penjelasan persyaratan, serta penanganan
keluhan masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif berpotensi
menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan (Sendaja, 2021).

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik yang memiliki peran strategis dalam sistem administrasi negara.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan mencakup rangkaian
kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui
pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan. Pelayanan ini
dilaksanakan mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan dan desa/kelurahan.
Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan tidak
hanya ditentukan oleh aspek teknis dan sistem informasi, tetapi juga oleh kualitas



sumber daya aparatur, khususnya dalam hal komunikasi interpersonal yang
terjalin dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.(Theresia et al., 2025).

Kantor Camat Batang Cenaku yang terletak di Desa Aurcina merupakan salah
satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
administrasi kependudukan kepada masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan mini
prariset yang dilakukan peneliti pada tanggal 08 April 2025 melalui wawancara
dengan salah satu pegawai, diperoleh informasi bahwa terdapat kendala jaringan
yang kurang stabil sehingga menghambat proses penerbitan dokumen
kependudukan. Permasalahan tersebut berdampak pada keterlambatan pelayanan
dan, berpotensi menimbulkan keluhan masyarakat. Dalam situasi demikian,
komunikasi interpersonal pegawai menjadi faktor kunci dalam menjembatani
keterbatasan teknis dengan harapan masyarakat, sehingga kepercayaan publik
tetap terjaga meskipun terdapat hambatan operasional.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan
administrasi kependudukan tidak hanya bergantung pada kecakapan administratif,
tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam menyampaikan informasi secara
jelas, terbuka, dan responsif. Penelitian yang dilakukan oleh Mingkid dan
Harilama (2018) menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, kajian yang secara
khusus menelaah komunikasi interpersonal pegawai pada pelayanan administrasi
kependudukan di tingkat kecamatan, khususnya di Kantor Camat Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara praktik pelayanan di lapangan dengan kajian ilmiah yang
berfokus pada aspek komunikasi interpersonal sebagai variabel utama.(marcellina
menci septiandy sadipun, 2024)

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian
terdahulu dengan menyajikan analisis deskriptif mengenai komunikasi
interpersonal pegawai dalam pelayanan penerbitan administrasi kependudukan di
Kantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini akan
menelaah aspek keterbukaan, empati, sikap positif, sikap mendukung, dan
kesetaraan dalam interaksi antara pegawai dan masyarakat. Secara teoretis,
penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
komunikasi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi
dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan melalui penguatan kompetensi komunikasi interpersonal
pegawai.(Dian Islam et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas,maka penulis semakin
tertarik untuk mengetahui lebih dalam lanjut lagi. Sehingga penulis mengambil
judul “Komunikasi Interpersonal Pegawai Dalam Pelayanan Penerbitan



Administrasi Kependudukan Di Kantor Camat Batang Cenaku Kabupaten
Indragiri Hulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Komunikasi Interpersonal
Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Dikantor Camat Batang
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?

C:/Tujuan Penelitian

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Komunikasi
Interpersonal Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor
Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Manfaat Teoritis dan Praktis
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu komunikasi,
terutama terkait komunikasi interpersonal dalam pelayanan publik di kantor camat
batang cenaku kabupaten indragiri hulu.
2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi aparat kecamatan dalam
meningkatkan komunikasi yang efektif untuk memperbaiki kualitas pelayanan
administrasi kependudukan.
a. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
komunikasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan bagaimana mereka
dapat berpartisipasi secara aktif.
b. Penelitian ini dapat menjadi wadah untuk melakukan evaluasi dalam
merancang kebijakan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih responsif
dan komunikatif.
c. Selain itu penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan
keterampilan komunikasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat.

E. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian komunikasi interpersonal pegawai dalam
konteks pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu. Fokus penelitian diarahkan pada proses interaksi
langsung antara pegawai dan masyarakat selama pelayanan berlangsung,
khususnya pada aspek keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan
kesetaraan sebagai indikator komunikasi interpersonal. Penelitian tidak membahas



secara mendalam aspek teknis sistem administrasi, kebijakan pemerintah daerah,
maupun penggunaan teknologi pelayanan, kecuali sejauh berkaitan dengan proses
komunikasi antara pegawai dan masyarakat.

Ruang lingkup penelitian mencakup pegawai yang terlibat dalam pelayanan
administrasi kependudukan, seperti pimpinan kantor camat, pejabat pelayanan
umum, operator KTP, serta staf administrasi, dan masyarakat yang menjadi
pengguna layanan. Penelitian ini berfokus pada pengalaman, persepsi, serta
praktik komunikasi interpersonal yang terjadi selama proses pelayanan, dengan
menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Waktu penelitian terbatas pada periode pelaksanaan penelitian,
sehingga temuan menggambarkan kondisi komunikasi interpersonal pada saat
penelitian dilakukan. Dengan batasan dan ruang lingkup tersebut, penelitian ini
bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai pola komunikasi
interpersonal dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan,
tanpa bermaksud melakukan generalisasi luas terhadap seluruh instansi pelayanan
publik.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A.Kajian Terdahulu

Untuk membantu penelitian maka peneliti akan menguraikan beberapa
penelitian yang sudah pernah dikaji dan relevan dengan pembahasan yang akan
diteliti yang dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitiannya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh SUCI WAHYUNA M dengan judul,
“Komunikasi Interpersonal Kepala Bagian Dan Pegawai Dalam
Pelayanan Fungsional Kepegawaian Di Kantor BKPSDM Kabupaten
Aceh Utara (Studi Di Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Utara)”,
Penelitian yang berjudul Komunikasi Interpersonal Kepala Bagian Dan
Pegawai Dalam Pelayanan Fungsional Kepegawaian Di Kantor BKPSDM
Kabupaten Aceh Utara, tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan mengetahui
tentang komunikasi interpersonal kepala bagian dan pegawai dalam pelayanan
fungsional kepegawaian. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam
komunikasi interpersonal kepala bagian dan pegawai dalam pelayanan
fungsional. Teori yang digunakan yaitu teori komunikasi kelompok yang mana
komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dan berinteraksi secara langsung
satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Memandang mereka
sebagai bagian dari kelompok tersebut. Metode yang digunakan merupakan
metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu : observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik total
sampling. Penelitian ini dilakukan di Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Utara
meliputi lima hal yaitu: Menyampaikan pesan, dimana pesan-pesan yang di
sampaikan juga berkaitan dengan proses pelayanan fungsional; berinteraksi
secara langsung, cara melayani, bersifat verbal, dan adanya sensasi. Pelayanan
fungsional kepegawaian meliputi Pengurusan SK Fungsional kepegawaian,
komunikasi yang efektif, adanya umpan balik, mempunyai peraturan dan cara
berpenampilan berpakaian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arfian Surya Suci Ramdhan, Meiby
Zulfikar, Uswatun Hasanah, Dewi Ilma Agustin,Sindy Pramudita dengan
judul  “Komunikasi Interpersonal Dan Budaya Kerja Dalam
Meningkatkan Hubungan Dengan Pegawai Di Klinik Pelangi Bunda
Medika”, Komunikasi internal dapat dipahami sebagai pondasi dan
bangunan dari sebuah budaya organisasi. Adanya budaya organisasi yang
telah dipegang teguh oleh para pegawai akan sangat mendukung proses
pencapaian tujuan utama dari perusahaan (Agustini & Purnaningsih,
2018). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
yang bersifat deskriptif dan Teori Hubungan Manusia. Metode pengumpulan



data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan
observasi. (Isniyunisyafna, & Isfiantie S, 2020). Bagi pegawai, peran
komunikasi internal yang efektif dalam meningkatkan hubungan yang
baik dan berkelanjutan sangatlah penting. Karena komunikasi internal
yang baik  dapat mempererat hubungan social, meningkatkan
kolaborasi, = memecahkan  masalah, = mengembangkan  keterampilan
kepemimpinan. Penelitian ini menggali urgensi komunikasi internal dalam
membangun budaya organisasi yang kuat, memperkuat hubungan sosial, dan
meningkatkan kinerja perusahaan. Dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan Teori Hubungan Manusia, dengan metode wawancara
mendalam dan observasi. Pentingnya komunikasi internal dalam
membangun budaya organisasi yang kuat dan mendukung pencapaian
tujuan  perusahaan. Peran komunikasi internal dalam meningkatkan
hubungan sosial, kolaborasi, dan keterampilan kepemimpinan. Pendekatan
kualitatif dan Teori Hubungan Manusia digunakan untuk memahami peran
komunikasi internal dalam budaya organisasi. Metode pengumpulan data
melalui wawancara mendalam dan observasi.Menganalisis urgensi dan
peran komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi yang kuat.
Menyelidiki dampak komunikasi internal  terhadap  hubungan  sosial,
kolaborasi, dan keterampilan kepemimpinan. Memperkaya pemahaman
tentang pentingnya komunikasi internal dalam konteks budaya organisasi.
Memberikan wawasan tentang praktik komunikasi internal yang efektif
dalam meningkatkankinerja perusahaan. Menyediakan kerangka kerja untuk
pengembangan strategi komunikasi internal yang lebih efektif.

.‘Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Rehulina Lumbangaol, Elok
Perwirawati, Emellia A. Ginting, dengan judul “Komunikasi Interpersonal
Pegawai Dalam Membangunkepuasan Pelanggan Setia Hotel Danau
Tobainternational Cottage Parapat”, Penelitian ini bertujuan untuk
mencari tahu bagaimana komunikasi interpersonal pegawai dalam
membangun  kepuasan pelanggan setia hotel Danau Toba International
Cottage Parapat serta mencari tahu faktor penghambat komunikasi
interpersonal antara pegawai dan tamu dalam membangun kepuasan
pelanggan hotel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat
beberapa narasumber yaitu pegawai dan tamu yang menginap di hotel tersebut.
Tempat pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Hotel Danau Toba International
Cottage Parapat. Hasil dari penelitian ini yaitu pegawai hotel Danau Toba
International ~ Cottage  Parapat  dalam  melaksanakan komunikasi
interpersonal dalam meningkatkan kepuasan pelanggan setia meliputi lima



indikator ~ komunikasi  interpersonal kegiatan antara lain keterbukaan
(Openness): pegawai bersedia untuk mendengarkan keluhan dan berbagi
informasi secara jujur dan transparan kepada tamu.Empati (Empathy):
Kemampuan pegawai hotel untuk memahami dan merasakan apa yang
dirasakan oleh orang lain, serta menunjukkan kepedulian terhadap perasaan
mereka.Dukungan (Supportiveness): kesediaan pegawai dalam memberikan
dukungan emosional dan bantuan kepada tamu , menunjukkan bahwa
karyawan hotel peduli dan siap membantu.Positif (Positiveness):pegawai
harus menunjukkan sikap positif dan optimis dalam interaksi, termasuk
memberikan pujian kepada tamu, kesetaraan (Equality): pegawai hotel
memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua tamu tanpa
membedakan latar belakang mereka.

.~Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Pamungkas, Khusnul Khotimah yang
berjudul “Komunikasi Interpersonal Dalam Peningkatan Kinerja ASN
BKPSDM Kabupaten Banyumas”, Keberadaan sumber daya manusia
memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah instansi. Pegawai
sebagai sumber daya manusia yang termotivasi akan melakukan suatu
kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan hasil
kerja yang maksimal. Dalam suatu organisasi atau instansi kegiatan
komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Tujuan
dalam penelitian ini yaitu mengetahui Komunikasi Interpersonal yang terjalin
antar individu dalam BKPSDM Kabupaten Banyumas adalah komunikasi
interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakanbentuk komunikasi yang
paling mendasaryang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Banyumas. Metode
dalam penelitiaan 1ini yaitu Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif.
Hasil dalam penelitian in1 yaitu Komunikasi interpersonal di BKPSDM
Kabupaten Banyumas menciptakan hubungan yang baik antara pegawai
BKPSDM yang satu dengan yang lainnya. Hubungan ini berdampak pada
munculnya sikap keterbukaan dan kepercayaan yang diperoleh dari
hubungan interpersonal dalam lingkungan kerja BKPSDM. Kinerja seorang
pegawai akan meningkat jika terdapat kesesuaian kemampuan kerja yang
tinggi. Komunikasi interpersonal merupakan seni yang sangat praktis,
berguna dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnis, rekan kerja,
termasuk pada level manajerial yang membutuhkan komunikasi
interpersonal. Dalam praktiknya, komunikasi interpersonal yang baik akan
mewujudkan kinerja pegawai BKPSDM yang baik pula karena lingkungan
kerja mampu mendukung untuk bekerja secara maksimal.

.Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsan, Mujahid,Andi Vita
Sukmarini, dengan judul “Peran Komunikasi Interpersonal Serikat
Pekerja Sebagai Mediator Dalam Memberikan Perlindungan Hak



Pegawai Dan Keluarga Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan Pinrang Di Kabupaten Pinrang”, Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran komunikasi interpersonal serikat pekerja dalam
memberikan perlindungan hak-hak pegawai dan keluarganya di PT PLN
(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pinrang. Dalam
dunia kerja, serikat pekerja memegang peran penting sebagai mediator
yang menjembatani kepentingan pegawai dan manajemen, guna
menciptakan hubungan industrial yang harmonis.Pendekatan penelitian
mni adalah kualitatif ~ deskriptif, menggunakan metode wawancara
mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan utama
terdiri dari pengurus serikat pekerja, pegawai, dan manajemen PT PLN
UP3 Pinrang. Teknik analisis data dilakukan secara tematik untuk
mengidentifikasi pola  komunikasi dan tantangan yang dihadapi
serikatpekerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal
yang dilakukan serikat pekerja melalui saluran formal dan informal efektif
dalam memperjuangkan hak-hak pegawai, seperti kesejahteraan, restitusi
biaya, dan penyelesaian konflik ketenagakerjaan. Namun, hambatan seperti
kurangnya partisipasi aktif dari anggota dan keterbatasan dana organisasi
masih menjadi tantangan utama.Penelitian ini memberikan kontribusi
dalam bidang komunikasi organisasi, khususnya pada konteks serikat
pekerja di perusahaan BUMN. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan
untuk  meningkatkan  strategi komunikasi  serikat pekerja dalam
membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

. Penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Sholihah, Pudjijuniarto yang berjudul
“Komunikasi Interpersonal Pelatih Terhadap Motivasi Berprestasi Atlet”,
Komunikasi antara pelatith dengan atlet dinilai sangat penting dalam
meningkatkan prestasi atlet. Salah satu cara yang dilakukan oleh pelatih adalah
melakukan komunikasi yang bersifat dua arah dan membangun hubungan baik
atau dapat disebut dengan komunikasi interpersonal. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal dengan motivasi
berprestasi atlet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis
studi literature review, dengan mengkaji artikel yang relevan terkait topik.
Adapun jurnal yang dikaji menggunakan kata kunci “Hubungan komunikasi
interpersonal terhadap motivasi berprestasi atlet”. Teknik yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan matriks sintesis. Hasil dari penelitian studi
pustaka, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi
interpersonal yang terjalin antar pelatih dan atlet. Komunikasi interpersonal
yang ditunjukkan dengan sikap terbuka dan positif pelatih, berupa sikap jujur
dalam memberitahukan kelemahan dan kelebihan atlet, sehingga permasalahan
dapat diketahui dan diselesaikan bersama.



7.-Penelitian yang dilakukan oleh Marcellina Menci Septianindy Sadipun
Universitas Nusa Nipa dengan judul “Peran Komunikasi Interpersonal
dalam Mendukung Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka”, Komunikasi interpersonal memiliki
peran yang sangat penting dalam mendukung pelayanan publik, termasuk
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sebagai lembaga
yang berfungsi memberikan layanan administrasi kependudukan kepada
masyarakat, Disdukcapil memerlukan komunikasi yang efektif dan
efisien antara petugas dan pemohon layanan. Komunikasi interpersonal
yang baik dapat meningkatkan pemahaman, mempercepat proses
administrasi, dan meminimalisir kesalahpahaman antara pihak terkait.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi interpersonal
dalam mendukung kualitas pelayanan di Disdukcapil.Jenis penelitian yang
digunakan 1ialah penelitian deskriptif kualitatif.Hasil studi menunjukkan
bahwa komunikasi yang terbuka, jelas, dan empatik antara petugas
dan masyarakat dapat meningkatkan kepuasan pemohon, mengurangi
antrian, serta menciptakan suasana layanan yang lebih ramah dan
profesional. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan komunikasi
interpersonal bagi petugas Disdukcapil menjadi sangat penting untuk
menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Bisri Mustofa, Gilang Tirta Sugara
yang berjudul “Komunikasi Interpersonal Sebagai Strategi Untuk
Meningkatkan Kepuasan Pengunjung: Sebuah Tinjauan Literatur Di
Perpustakaan”. Komunikasi interpersonal di antara pengunjung dan petugas
perpustakaan memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman positif
bagi pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur mengenai
komunikasi interpersonal sebagai strategi untuk meningkatkan kepuasan
pengunjung di perpustakaan. Penelitian ini meliputi analisis terhadap artikel-
artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif antara pengunjung
dan petugas perpustakaan dapat meningkatkan kepuasan pengunjung dan
mempengaruhi persepsi positif terhadap layanan yang disediakan oleh
perpustakaan. Faktor-faktor seperti kemampuan mendengarkan, responsif, dan
empati merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun
komunikasi interpersonal yang efektif. Selain itu, penerapan teknologi
komunikasi juga dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal yang lebih
efektif antara pengunjung dan petugas perpustakaan. Oleh karena itu,
penelitian ini memberikan saran untuk meningkatkan pelatihan dan
pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal bagi petugas
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perpustakaan, serta penerapan teknologi komunikasi yang lebih canggih guna
meningkatkan kepuasan pengunjung di perpustakaan.

Judul penelitian oleh Renika Yuliana, Dedi Rianto Rahadi yang berjudul
“Komunikasi Interpersonal Dalam Meningkatkan Motivasikaryawan Di
Masa Pandemi Covid-19”, Dalam pandemi saat ini, kebiasaan komunikasi
tatap muka pribadi dan kontak satu sama lain tidak lagi menjadi prioritas.
Komunikasi saat ini sangat intens, menyebabkan individu mengirimkan ucapan
dan informasi yang tidak jelas, yang menyebabkan penurunan kualitas
psikologis dan motivasi. Metode yang digunakan adalah metode studi
literatur. Metode penelitian kepustakaan merupakan kumpulan kegiatan
yang berhubungan dengan pengumpulan data perpustaka, membaca dan
mencatat, serta metode penentuan bahan penelitian (Zed, 2008: 3).
Kesimpulannya, komunikasi ternyata memiliki pengaruh baik yang mampu
meningkatkan motivasi seseorang. Oleh karena itu dalam komunikasi
diperlukan ketelitian, keterampilan dan kehati-hatian agar motivasi yang
terbentuk dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Cipta Naya dengan judul
“Komunikasi Interpersonal Dalam Penerapan Restorative Justice Di
Wilayah Hukum Polres Lombok”. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan
masalah, yaitu: 1) Bagaimana komunikasi interpersonal dalam penerapan
restorative justice di wilayah Hukum Polres Lombok Utara?; 2) Apa factor
pendukung dan penghambat dalam penerapan restorative justice di wilayah
Hukum Polres Lombok Utara?; 3) Apa implikasi komunikasi interpersonal
dalam penerapan restorative justice di wilayah Hukum Polres Lombok Utara?
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
menggunakan metode penelitian hokum normative empiris. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi
dan studi pustaka. Data dianalisis dengan langkah-langkah reduksi, display dan
verifikasi data. Kemudian data dicek dengan teknik pengujian kredibilitas,
transferabilitas, dan konfirmabilitas. Seluruh data hasil analisis kemudian
disajikan kedalam tesis yang peneliti buat. Hasil temuan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1) komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh
penyidik pada saat mewawancarai terlapora atau pelapor dengan membangun
rasa percaya antar kedua belah pihak, kemudian memahami, menumbuhkan
rasa empati dan yang terakhir akan timbul kejujuran dari dalam diri terlapor
atau pelapor;2) factor pendukung komunikasi interpersonal dalam penerapan
restorative justice ini yaitu pada kesigapan dan keahlian penyidik sat reskrim
tindak pidana umum Polres Lombok Utara, sedangkan faktor penghambatnya
terjadi karena pihak terlapor melakukan upaya gugatan perdata di tengah-
tengah penyelesaian kasus sengketa tanah; 3) implikasi komunikasi
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interpersonal dalam penerapan restorative justice ini memiliki pengaruh yang
besar dan sangat efektif digunakan dalam memperoleh informasi terhadap
terlapor dan pelapor, yang dimana penyidik pertama-tama membangun
hubungan yang baik denga terlapor atau pelapor, kemudian menempatkan
posisi yang sama dengan terlapor atau pelapor, mengubag sikap atau prilaku
terlapor atau pelapor dan kemudian pelan-pelan coba untuk mengemas
pertanyaan dengan baik sehingga terkesan seperti ngobrol biasa, namun inti
dari pertanyaan dapat tersampaikan serta mendapatkan jawaban yang valid dan
sesuai, sehingga pemecahan masalah dapat dengan mudah terselesaikan.

B. Landasan Teori
1..Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan kemampuan atau keterampilan dalam
berkomunikasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara dua
orang atau dalam kelompok kecil. Dalam proses tersebut, terdapat unsur
kejujuran, tanggung jawab, serta keterlibatan perasaan terhadap pesan yang
disampaikan. Komunikasi interpersonal tidak hanya terbatas pada penyampaian
pesan secara lisan, tetapi juga mencakup penggunaan ekspresi wajah, bahasa
tubuh, gerakan, serta unsur nonverbal lainnya yang mendukung makna pesan.
Dengan demikian, komunikasi interpersonal menjadi proses pertukaran informasi
yang berlangsung secara langsung dan memungkinkan adanya respons spontan
dari pihak yang terlibat (Lumbangaol et al., 2024)

Para ahli komunikasi memberikan definisi yang beragam mengenai komunikasi
interpersonal. Joseph A. DeVito menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal
adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan yang
jelas dan saling terhubung satu sama lain. Artinya, komunikasi tersebut tidak
terjadi secara acak, melainkan dalam konteks relasi tertentu yang telah terbangun.
Sejalan dengan itu, Deddy Mulyana menyatakan bahwa komunikasi interpersonal
merupakan komunikasi tatap muka yang memungkinkan setiap individu
menangkap secara langsung reaksi lawan bicaranya, baik secara verbal maupun
nonverbal. Melalui interaksi tersebut, masing-masing pihak saling memengaruhi
persepsi dan pemahamannya terhadap pesan yang disampaikan (Anggraini et al.,
2022)

Dalam konteks organisasi, komunikasi interpersonal memiliki peranan yang
sangat penting karena menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi yang
dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas kerja. Melalui komunikasi
interpersonal, individu-individu dalam organisasi dapat memahami tugas,
tanggung jawab, serta tujuan yang hendak dicapai bersama. Hubungan
interpersonal yang terjalin dengan baik akan menciptakan suasana kerja yang
harmonis dan mendukung tercapainya koordinasi yang efektif. Oleh karena itu,
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komunikasi interpersonal tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran informasi,
tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan sosial yang positif di lingkungan
organisasi (Fedayyen, 2023)

Secara teoritis, komunikasi interpersonal dapat dibedakan menjadi dua jenis
berdasarkan sifat interaksinya, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi triadik.
Komunikasi diadik merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang,
yakni satu pihak sebagai komunikator dan pihak lainnya sebagai komunikan.
Karena hanya melibatkan dua orang, interaksi yang terjadi biasanya lebih intens
dan- fokus. Sementara itu, komunikasi triadik melibatkan tiga orang, terdiri dari
satu komunikator dan dua komunikan. Dalam komunikasi triadik, dinamika
interaksi menjadi lebih kompleks karena terdapat lebih dari satu penerima pesan
yang memberikan respons terhadap pesan yang disampaikan (Susanti, 2021)

Dari perspektif situasional, komunikasi interpersonal dipahami sebagai
interaksi antara dua individu yang melibatkan unsur verbal dan nonverbal secara
bersamaan. Komunikasi jenis ini ditandai dengan adanya umpan balik yang cepat,
sehingga memungkinkan terjadinya klarifikasi secara langsung apabila terdapat
kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi interpersonal juga berkembang melalui
tahapan hubungan tertentu, mulai dari tahap perkenalan, kedekatan, hingga
kemungkinan terjadinya jarak atau bahkan pertemuan kembali. Dengan demikian,
komunikasi interpersonal merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang
sesuai dengan situasi dan kualitas hubungan antarindividu (Afrilia, Mettasatya, &
Arifina, 2020).

Adapun indikator komunikasi interpersonal menurut Joseph A. DeVito,
sebagaimana dikutip dalam Lumbangaol et al. (2024), meliputi beberapa aspek
penting yang menjadi ukuran efektivitas komunikasi interpersonal. Indikator
tersebut antara lain keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung
(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality).
Keterbukaan menunjukkan adanya kesediaan untuk berbagi informasi dan
menerima masukan secara jujur. Empati menggambarkan kemampuan memahami
perasaan dan sudut pandang orang lain. Sikap mendukung tercermin dari adanya
dorongan dan penghargaan terhadap lawan bicara. Sikap positif berkaitan dengan
pandangan dan perilaku yang konstruktif dalam interaksi. Sementara itu,
kesetaraan menegaskan bahwa komunikasi berlangsung dalam posisi yang
seimbang tanpa adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Kelima
indikator tersebut menjadi landasan dalam menilai kualitas komunikasi
interpersonal dalam berbagai konteks, termasuk dalam pelayanan publik maupun
organisasi (Lumbangaol et al., 2024):

a. Keterbukaan (Openness)

Keterbukaan dalam komunikasi interpersonal merupakan sikap dasar yang

sangat menentukan keberhasilan interaksi antarindividu. Keterbukaan tidak
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sekadar dimaknai sebagai kesediaan untuk berbicara, tetapi lebih dari itu, yaitu
adanya kemauan untuk membangun komunikasi yang jujur, transparan, dan apa
adanya. Seorang komunikator yang memiliki sikap terbuka akan bersedia
membagikan informasi, gagasan, maupun perasaan kepada lawan bicaranya tanpa
adanya rekayasa atau manipulasi. Sikap ini mencerminkan adanya kepercayaan
diri sekaligus kepercayaan terhadap orang lain dalam proses komunikasi. Selain
itu, keterbukaan juga terlihat dari kesiapan seseorang dalam menerima tanggapan,
saran, maupun kritik dari pihak lain. Dalam komunikasi interpersonal yang sehat,
proses penyampaian pesan tidak hanya berlangsung satu arah, melainkan terjadi
timbal balik yang memungkinkan adanya klarifikasi dan pemahaman bersama.
Oleh karena itu, individu yang terbuka tidak akan defensif ketika menerima
masukan, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari proses memperbaiki diri
dan, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Keterbukaan berkaitan
dengan kesadaran bahwa setiap pikiran dan perasaan yang disampaikan
merupakan tanggung jawab pribadi. Artinya, individu mengakui bahwa apa yang
ia komunikasikan adalah representasi dari dirinya sendiri. Sikap ini menunjukkan
adanya kedewasaan emosional, karena seseorang tidak melemparkan kesalahan
kepada orang lain atas perasaan atau pendapat yang ia sampaikan. Dengan
demikian, keterbukaan dalam komunikasi interpersonal menjadi landasan penting
dalam membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya, saling
menghargai, dan saling memahami.(Faniasari & Manafe, 2022)

Dalam ranah pelayanan administrasi kependudukan, keterbukaan memiliki
makna yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk
memperoleh informasi publik. Secara normatif, prinsip keterbukaan informasi
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak setiap warga negara untuk
mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-
undang ini mulai berlaku efektif pada 30 April 2010 dan menjadi landasan hukum
bagi badan publik dalam menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan, serta melalui prosedur yang sederhana. Prinsip ini relevan dalam
pelayanan administrasi kependudukan karena masyarakat sebagai pemohon
dokumen kependudukan berhak mengetahui prosedur, persyaratan, biaya, dan
estimasi waktu penyelesaian layanan (Febriananingsih, 2012).

Tujuan dan asas asas keterbukaan informasi publik UU KIP pada dasarnya
adalah memberikan arah,landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak
publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. UU KIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan. Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan
hukum yang berkaitan dengan, Hak setiap orang untuk memperoleh informasi,
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Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara
cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana, Pengecualian
bersifat ketat dan terbatas, Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem
dokumentasi dan pelayanan informasi.

Keterbukaan dalam pelayanan administrasi kependudukan tercermin dalam
transparansi prosedur penerbitan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Pegawai yang
menerapkan prinsip keterbukaan akan menyampaikan informasi persyaratan
secara lengkap, menjelaskan tahapan pelayanan, serta memberikan klarifikasi
apabila terjadi kendala teknis, seperti gangguan jaringan atau keterlambatan
sistem. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi informasi dalam
pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap institusi pemerintah, terutama pada pelayanan berbasis
administrasi dan dokumentasi. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat tidak
merasa diabaikan, melainkan dilibatkan dalam proses pelayanan secara informatif
dan partisipatif. (Rahman, M. A. (2022)

Selain aspek normatif dan prosedural, keterbukaan juga berkaitan dengan sikap
responsif aparatur dalam menghadapi pertanyaan maupun keluhan masyarakat.
Dalam pelayanan pembuatan KTP, misalnya, masyarakat sering kali
membutuhkan penjelasan mengenai perbedaan data, kesalahan penulisan identitas,
atau proses perekaman ulang. Pegawai yang terbuka akan memberikan penjelasan
yang jujur mengenai penyebab permasalahan serta solusi yang dapat ditempuh.
Penelitian mengenai komunikasi pelayanan publik tahun 2023 menegaskan bahwa
transparansi komunikasi aparatur berkontribusi pada peningkatan kepuasan
masyarakat, terutama ketika terjadi hambatan teknis yang tidak dapat dihindari.
Oleh karena itu, keterbukaan bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga
bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
(Putri, E. & Suryani, T. (2023).

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik
merupakan bagian dari prinsip good governance yang menekankan transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi. Implementasi keterbukaan dalam pelayanan
administrasi kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur
penyelenggaraan pencatatan sipil dan pengelolaan data penduduk secara tertib dan
akurat. Keterbukaan dalam konteks ini mencakup penyediaan informasi terkait
status permohonan dokumen, kepastian waktu penyelesaian, serta mekanisme
pengaduan apabila terjadi ketidaksesuaian pelayanan. Studi evaluasi pelayanan
administrasi kependudukan tahun 2024 menunjukkan bahwa transparansi
prosedur dan kejelasan informasi menjadi indikator utama dalam menilai kualitas
pelayanan di tingkat kecamatan (Wahyudi, A., & Lestari, P. (2024)
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Secara praktis, penerapan keterbukaan dalam pelayanan pembuatan KTP di
kantor kecamatan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pemasangan
papan informasi persyaratan dan alur pelayanan, penggunaan media digital untuk
menyampaikan pengumuman, serta komunikasi langsung yang jelas dan sopan
kepada masyarakat. Ketika terjadi kendala jaringan atau gangguan sistem,
pegawai perlu menjelaskan kondisi tersebut secara terbuka agar masyarakat
memahami situasi yang terjadi. Pendekatan ini terbukti mampu menjaga stabilitas
hubungan interpersonal antara aparatur dan masyarakat, serta meminimalisasi
potensi konflik akibat miskomunikasi (Setiawan, I. (2025).

Dengan demikian, keterbukaan (openness) dalam pelayanan administrasi
kependudukan tidak hanya merupakan prinsip komunikasi interpersonal, tetapi
juga menjadi kewajiban hukum dan etika dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Keterbukaan menciptakan transparansi informasi, meningkatkan
kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pelayanan yang efektif,
efisien, dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, aspek keterbukaan menjadi
indikator penting untuk menilai bagaimana komunikasi interpersonal pegawai
berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan administrasi
kependudukan di Kantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Empati (Empathy)

Empati merupakan bagian yang sangat penting digunakan untuk membangun
sebuah komunikasi serta hubungan sosial yang positif antar sesama anggota
kelompok, dengan adanya empati, orang dapat memberikan respon yang
diharapkan atau di butuhkan oleh lingkungan di sekitarnya. Empati mendorong
orang untuk mampu memahami dan melihat permasalahan dari sudut pandang
yang sesuai, agar dapat menempatkan diri dan memberi respon yang sesuai
dengan permasalahan tersebut. Dengan berempati, individu dapat memberikan
respons yang lebih tepat dan sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang
lain, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan memperkuat ikatan
emosional. Dalam konteks profesional, empati membantu menciptakan
lingkungan kerja yang inklusif dan suportif, di mana setiap orang merasa
dihargai dan didengar.(Nadeak et al., 2019)

Menurut pandangan Albrecht dan Zemke dalam Dwiyanto (2005) salah satu
syarat kualitas pelayanan publik adalah pada aspek SDM dalam bentuk empati:
“Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, dibutuhkan petugas pelayanan
yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan yang baik. Di
samping itu, petugas pelayanan juga harus mampu memahami kebutuhan dan
keinginan pelanggan.” Maksud dari memahami dan mengoperasikan sistem
pelayanan yang baik merupakan perwujudan dari konsep empati yang harus
dimiliki oleh setiap pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Menilai
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kualitas pelayanan publik oleh pegawai maka perlu dimensi empati untuk
mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan
pendapat Howe (2015) mendefinisikan empati sebagai kemampuan untuk
mengidentifikasi apa yang sedang difikirkan atau dirasakan oleh orang lain dalam
rangka untuk merespon pikiran dan perasaan mereka dengan sikap yang tepat.
Empati merupakan keterampilan dasar untuk semua kecakapan sosial yang
dianggap penting pada saat bekerja. Kecakapan-kecakapan tersebut meliputi
orientasi melayani menurut goleman (2003) indikatornya antara lain (Khusna,
20+7), Memahami kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan semua itu
dengan pelayanan atau produk yang tersedia, Mencari berbagai cara untuk
meningkatkan  kepuasan dan kesetiaan pelanggan, Dengan senang hati
menawarkan bantuan yang sesuai, Menghayati perspektif pelanggan, bertindak
sebagai penasihat yang dapat dipercaya.

Dalam praktik pelayanan pembuatan KTP, masyarakat sering menghadapi
berbagai kendala seperti kelengkapan berkas, kesalahan data, antrean panjang,
maupun gangguan jaringan sistem. Situasi tersebut dapat menimbulkan
ketidaknyamanan bahkan keluhan. (Putra dan Farida (2023) menyatakan bahwa
pegawai yang menunjukkan empati mampu mengurangi ketegangan emosional
masyarakat karena mereka merasa diperhatikan dan dipahami. Sikap empati ini
dapat diwujudkan melalui kesediaan mendengarkan secara aktif, memberikan
penjelasan secara sabar, serta menggunakan bahasa yang sopan dan mudah
dipahami.

Empati juga berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi pelayanan sehingga
menciptakan suasana pelayanan yang kondusif sehingga masyarakat lebih mudah
menerima informasi terkait prosedur administrasi. Dalam konteks administrasi
kependudukan, pegawai yang mampu menempatkan diri pada posisi masyarakat
akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama ketika
menjelaskan keterlambatan atau kekurangan dokumen. Dengan demikian, empati
membantu meminimalisasi kesalahpahaman antara aparatur dan masyarakat.
(Nuraini dan Mustaqim (2024)

Selain itu, empati menjadi indikator penting dalam kualitas pelayanan publik.
empati memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam
pelayanan administrasi. Masyarakat cenderung memberikan penilaian positif
tethadap layanan ketika pegawai menunjukkan perhatian, kesabaran, dan
kesediaan membantu tanpa membedakan latar belakang sosial pemohon. Hal ini
menunjukkan bahwa empati memperkuat citra pelayanan yang profesional dan
responsif. (Siregar dan Laksana (2023)

Empati juga berperan dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemerintah
dan masyarakat ketika terjadi hambatan teknis. penjelasan yang disampaikan
dengan sikap empati mampu meredam potensi konflik dalam pelayanan publik.
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Dengan demikian, empati dalam pelayanan administrasi kependudukan tidak
hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan
publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, empati menjadi indikator
penting dalam menilai efektivitas komunikasi interpersonal pegawai dalam
pelayanan penerbitan administrasi kependudukan. (Putri, Ramadhan, dan Suryani
(2025)

. Sikap Mendukung (Supportiveness)

Supportiveness atau sikap mendukung dalam komunikasi interpersonal
merujuk pada kemampuan menciptakan lingkungan komunikasi yang
mendukung dalam interaksi antarpribadi. Sikap mendukung dapat
memberikan rasa aman dan kebersamaan yang signifikan. DeVito (2021)
berargumen bahwa sikap mendukung (supportiveness) merupakan komponen
penting dalam komunikasi interpersonal yang efektif, Dukungan ini mencakup
tindakan memberikan  dorongan, pengakuan, dan rasa aman, yang
membantu mengurangi ketegangan serta meningkatkan rasa kebersamaan dan
kepercayaan dalam hubungan. Dukungan tidak hanya dalam bentuk pasif,
tetapi juga aktif melalui diskusi dan keterlibatan dalam pengambilan
keputusan bersama. Kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan
rasa aman kepada orang lain selama interaksi. Indikator ini melibatkan
perilaku yang mendorong keterbukaan dan  pengungkapan  diri, serta
menghindari sikap menghakimi atau kritis yang dapat menghambat
komunikasi.(Ilmu Azaria&Latif et al., n.d.)

Sikap mendukung dalam interaksi interpersonal yang sukses adalah di mana
ada sikap yang memberikan dukungan. Ini berarti bahwa setiap individu yang
terlibat dalam komunikasi memiliki sikap yang mendukung untuk memfasilitasi
interaksi yang terbuka. Oleh karena itu, dalam rangka proses pengiriman pesan,
penting untuk menggunakan kalimat yang bersifat menggambarkan secara
objektif tanpa penilaian. Selanjutnya, perlu menunjukkan bahwa semua pihak
yang terlibat dalam komunikasi bersedia untuk mendengarkan pandangan dari
lawan bicara.(Mustofa et al., 2024)

Dalam praktik pelayanan administrasi kependudukan, sikap mendukung
tercermin dari cara pegawai merespons kebutuhan masyarakat secara empatik dan
solutif. Ketika masyarakat datang dengan berbagai persoalan administratif seperti
kekurangan berkas, kesalahan data, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur
pegawai yang memiliki sikap mendukung tidak serta-merta menegur atau
menyalahkan, melainkan memberikan penjelasan secara jelas disertai arahan yang
konstruktif. Pendekatan suportif dalam pelayanan publik dapat meningkatkan rasa
percaya diri masyarakat untuk menyelesaikan proses administrasi, karena mereka
merasa dibimbing, bukan dihakimi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap
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mendukung tidak hanya berkaitan dengan keramahan, tetapi juga dengan kualitas
bantuan yang diberikan secara konkret dan komunikatif. (Prasetyo dan Hakim
(2024)

Sikap mendukung juga berperan dalam mengurangi potensi konflik
interpersonal yang mungkin muncul dalam situasi pelayanan. Pelayanan
administrasi kependudukan sering kali dihadapkan pada antrean panjang,
keterbatasan fasilitas, atau kendala teknis seperti gangguan jaringan dan
keterlambatan pencetakan dokumen. Dalam kondisi tersebut, masyarakat bisa saja
menunjukkan ketidaksabaran atau kekecewaan. Pegawai yang memiliki sikap
mendukung akan merespons situasi tersebut dengan memberikan penjelasan yang
transparan serta menawarkan alternatif solusi yang memungkinkan. Komunikasi
suportif dalam pelayanan publik berfungsi sebagai strategi manajemen konflik
yang efektif, karena mampu meredakan ketegangan emosional serta menjaga
hubungan baik antara aparatur dan masyarakat. Dengan demikian, sikap
mendukung menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas interaksi
pelayanan. (Kurniawan dan Salsabila (2022)

Sikap mendukung berkaitan erat dengan prinsip pelayanan publik yang
berorientasi pada keadilan dan inklusivitas. Dalam pelayanan administrasi
kependudukan, pegawai berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar
belakang sosial, pendidikan, usia, dan kondisi fisik. Oleh karena itu, pendekatan
komunikasi yang suportif menuntut pegawai untuk memberikan perhatian khusus
kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas. Perilaku
suportif aparatur pelayanan meningkatkan persepsi keadilan dan kepedulian dalam
pelayanan administrasi, karena masyarakat merasa diperlakukan secara manusiawi
dan’ setara. Hal ini menunjukkan bahwa sikap mendukung bukan sekadar sikap
individual, melainkan wujud implementasi nilai-nilai etis dalam pelayanan publik.
(Lazuardi dan Fitriani (2025)

Selain itu, sikap mendukung turut memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap institusi pelayanan. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam
hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ketika masyarakat merasakan
adanya dukungan dan perhatian dari pegawai, maka akan terbentuk persepsi
positif terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan. (Santika dan Pradana
(2023) menegaskan bahwa komunikasi interpersonal yang suportif mampu
memperkuat citra lembaga pelayanan publik serta meningkatkan kepuasan
masyarakat. Dalam konteks penerbitan KTP, dukungan yang diberikan pegawai
baik melalui penjelasan yang sabar, bantuan dalam pengisian formulir, maupun
solusi atas kendala teknis akan menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih
bermakna dan berkesan positif.

Secara keseluruhan sikap mendukung dalam pelayanan administrasi
kependudukan merupakan komponen esensial dalam membangun komunikasi
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interpersonal yang efektif dan humanis. Sikap ini tidak hanya membantu
masyarakat dalam menyelesaikan urusan administratif, tetapi juga menciptakan
suasana pelayanan yang nyaman, adil, dan responsif. Dengan adanya komunikasi
yang suportif, hubungan antara pegawai dan masyarakat tidak lagi bersifat formal
semata, melainkan berkembang menjadi interaksi yang dilandasi rasa saling
menghargai dan kerja sama. Oleh karena itu, penguatan sikap mendukung di
kalangan aparatur pelayanan perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

d..Sikap positif (Positiveness)

Kecenderungan untuk melihat dan menanggapi situasi serta orang lain
dengan optimisme dan antusiasme. Indikator ini sangat penting dalam
membangun hubungan yang efektif dan harmonis karena memfasilitasi suasana
interaksi yang menyenangkan dan produktif. Sikap positif melibatkan
penggunaan bahasa  yang menyemangati, ekspresi nonverbal yang ramah,
dan kemampuan untuk fokus pada solusi daripada masalah. Dalam lingkungan
profesional, sikap positif dapat meningkatkan semangat kerja tim dan
mengurangi  konflik, sehingga menciptakan dinamika kerja yang lebih
kolaboratif dan inovatif. Dalam konteks personal, sikap positif membantu
memperkuat ikatan emosional dengan orang lain, meningkatkan rasa saling
percaya, dan  mempromosikan komunikasi yang lebih terbuka dan
konstruktif. (Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, 2023)

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, sikap positif sangat penting
karena masyarakat yang datang mengurus KTP sering kali mengalami
kebingungan atau keraguan terkait prosedur, persyaratan, dan waktu penyelesaian
proses. Pegawai yang menunjukkan sikap positif cenderung meminimalkan
kecemasan tersebut melalui perilaku yang hangat, antusias, dan penuh perhatian
ketika berkomunikasi dengan pemohon. Hal ini sejalan dengan temuan yang
disampaikan oleh Sari dan Utomo (2024), yang menyatakan bahwa interaksi
komunikasi yang positif antara aparatur pelayanan dengan masyarakat membantu
menciptakan suasana layanan yang nyaman sehingga masyarakat merasa dihargai
dan tidak cemas terhadap proses administrasi yang sedang dijalani.

Selain itu sikap positif dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat
dilihat ketika pegawai mampu menjaga tutur kata yang bersahabat, gestur tubuh
yang terbuka, serta nada suara yang menenangkan dalam setiap kesempatan
interaksi. Semua aspek ini turut membentuk persepsi masyarakat terhadap
profesionalisme layanan. Widjaja (2022) menjelaskan bahwa interaksi pelayanan
yang disertai sikap positif mampu menciptakan hubungan interpersonal yang lebih
harmonis, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kepuasan
masyarakat terhadap layanan. Dalam konteks pembuatan KTP, masyarakat yang
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merasakan pelayanan yang bersahabat akan lebih mudah memahami alur proses
administrasi serta kurang menunjukkan sikap frustrasi ketika terjadi hambatan.

Sikap positif — berperan sebagai mekanisme pengelolaan konflik secara
preventif. Ketika masyarakat menghadapi keterlambatan pelayanan akibat
gangguan teknis seperti sistem antrian elektronik yang tidak berjalan atau jaringan
yang kurang stabil, pegawai yang menunjukkan sikap positif dapat meredam
potensi konflik dengan memberikan penjelasan yang bersahabat dan solusi
alternatif. Hal ini didukung oleh penelitian Afifah dan Yusuf (2023), yang
menemukan bahwa sikap positif aparatur pelayanan publik mampu menurunkan
intensitas konflik interpersonal karena masyarakat merasa dihormati dan
dilibatkan dalam penjelasan proses yang sedang berlangsung.

Sikap positif juga berkaitan erat dengan efisiensi komunikasi pelayanan. Ketika
pegawai berkomunikasi secara positif, pesan yang ingin disampaikan kepada
masyarakat terutama mengenai persyaratan administrasi, ketentuan pendaftaran,
atau tahapan proses pembuatan KTP lebih mudah dipahami dan diingat. Menurut
Pratama dan Laksono (2025), komunikasi positif dalam pelayanan publik
memungkinkan masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang
lebih jelas terhadap prosedur yang harus diikuti. Hal ini berdampak pada
peningkatan efektivitas proses administrasi karena pemohon datang dengan
persyaratan yang benar dan tahu apa yang harus dilakukan, sehingga
meminimalkan kesalahan berkas dan perbaikan berulang.

Dengan demikian, sikap positif dalam pelayanan administrasi kependudukan
memainkan peran strategis dalam membangun hubungan interpersonal yang
konstruktif antara aparatur dan masyarakat. Sikap ini membantu menciptakan
suasana pelayanan yang nyaman dan menyenangkan, mengurangi potensi konflik,
serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik,
khususnya dalam proses pembuatan KTP. Sikap positif menjadi indikator penting
dalam menilai efektivitas komunikasi interpersonal yang dijalankan oleh pegawai
pelayanan, yang selanjutnya berkontribusi pada tercapainya tujuan pelayanan
administratif yang responsif, adil, dan berkualitas.

e. Kesetaraan (Equality)

Kesetaraan adalah hak yang paling fundamental bagi setiap orang. Kesetaraan
menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih
tinggi atau tudak lebih rendah antara satu sama lain. Secara keseluruhan konsep
kesetaraan dibagi menjadi 3 yaitu kesetaraan sejak awal, kesetaraan kesempatan
dan kesetaraan hasil.(Ar-raniry & Aceh, 2024)

Aspek kesetaraan diterapkan dengan memperlakukan semua penerima
informasi dengan hormat yang sama, tanpa membeda-bedakan latar belakang atau
tingkat pemahaman mereka. Perlakuan yang setara ini menciptakan komunikasi
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yang saling menghargai dan mendorong terciptanya dialog yang
konstruktif.(A. Q. Islam et al., 2025). Kesetaraan memberikan pelayanan yang
tidak berbeda kualitasnya karena karakteristik seseorang seperti gender, ras,
etnis, lokasi geografis, atau status sosial ekonomi.(Fitria et al., 2022)

Penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan administrasi kependudukan
menjadi signifikan karena masyarakat yang datang mengurus KTP berasal dari
latar belakang yang beragam, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, maupun
kondisi sosial ekonomi. Pegawai pelayanan yang mampu menerapkan kesetaraan
akan menunjukkan perhatian dan penghormatan yang sama kepada semua
pemohon, tanpa membedakan siapa pun berdasarkan status tertentu. Menurut
(Wijaya dan Ratnasari (2023), sikap kesetaraan dalam komunikasi pelayanan
publik berkontribusi terhadap persepsi keadilan layanan karena masyarakat
merasa diperlakukan secara adil dan tidak mendapat perlakuan istimewa atau
diskriminatif dari aparatur pelayanan. Hal ini mempengaruhi penilaian masyarakat
terhadap integritas dan profesionalisme pejabat pelayanan administrasi.

Kesetaraan dalam pelayanan administrasi kependudukan juga berkaitan erat
dengan prinsip nondiskriminasi, di mana semua masyarakat berhak menerima
informasi, akses, dan kualitas pelayanan yang sama tanpa dipengaruhi faktor
sosial atau demografis tertentu. Situasi ini bisa terjadi ketika ada masyarakat yang
buta huruf, lanjut usia, atau berasal dari kelompok marjinal. Pegawai yang
menunjukkan sikap kesetaraan akan berusaha menjelaskan prosedur pelayanan
dengan bahasa sederhana dan menggunakan pendekatan yang memahami
kebutuhan setiap individu agar proses pelayanan dapat dipahami dan diikuti oleh
semua pihak (Ramadhan & Putri, 2024). Sikap ini penting karena meminimalisasi
kesenjangan layanan yang dapat terjadi akibat perbedaan latar belakang
masyarakat.

Kesetaraan berperan dalam memastikan bahwa interaksi pelayanan tidak
menciptakan jarak psikologis antara aparatur dan masyarakat, sehingga
masyarakat merasa bebas untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau
kebutuhan tanpa takut dihakimi atau dipandang rendah. Dalam pelayanan
pembuatan KTP, masyarakat biasanya memiliki berbagai pertanyaan terkait
persyaratan atau alur administrasi yang sering kali membingungkan. Penelitian
oleh (Kurniawan dan Dewi (2025) menunjukkan bahwa pegawai yang
menerapkan  kesetaraan dalam komunikasi pelayanan mampu merespon
pertanyaan dengan penuh perhatian dan tanpa perbedaan sikap, sehingga
masyarakat merasa dihormati dan diperhatikan secara profesional dalam
menjalani proses administrasi tersebut.

Sikap kesetaraan juga berdampak pada relasi interpersonal yang lebih sehat dan
produktif antara aparatur pelayanan dengan masyarakat. Ketika masyarakat
merasa diperlakukan secara setara, mereka akan lebih terbuka dalam mengajukan
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informasi atau dokumen yang diperlukan tanpa rasa takut dikritik. Hal ini
berimplikasi pada percepatan proses administratif karena hubungan interpersonal
yang baik mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan pemahaman kedua belah
pihak terhadap prosedur yang berlaku. Menurut (Lubis dan Hasan (2022), relasi
interpersonal yang mencerminkan kesetaraan berperan penting dalam
meningkatkan efisiensi pelayanan karena masyarakat merasa terlibat secara aktif
dan setara dalam proses administrasi.

Dalam konteks administrasi kependudukan yang berbasis teknologi saat ini,
sikap kesetaraan juga harus tercermin dalam aksesibilitas layanan bagi masyarakat
yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Aparatur pelayanan
perlu menunjukkan kesetaraan dengan menyediakan bantuan langsung atau
alternatif solusi bagi mereka yang kurang memahami sistem digital yang
digunakan untuk pendaftaran online atau antrian elektronik. (Mahendra dan
Azizah (2023) menyatakan bahwa kesetaraan layanan publik juga mencakup
kemampuan lembaga dalam menyesuaikan pendekatan komunikasinya terhadap
kebutuhan kelompok masyarakat tertentu sehingga tidak ada pihak yang tertinggal
dalam akses layanan administratif formal.

Dengan demikian, sikap kesetaraan dalam pelayanan administrasi
kependudukan bukan hanya sekadar prinsip normatif tetapi merupakan bentuk
implementasi etika komunikasi pelayanan yang menjunjung tinggi nilai keadilan,
nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kesetaraan
berkontribusi pada terwujudnya pelayanan administrasi yang adil, transparan, dan
responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini, kesetaraan dipandang sebagai salah satu indikator
penting dalam menilai efektivitas komunikasi interpersonal pegawai dalam
pelayanan penerbitan administrasi kependudukan di Kantor Camat Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam konteks  organisasi, komunikasi interpersonal sering digunakan
dalam interaksi sehari-hari antar karyawan, pertemuan klien, diskusi proyek
dan rapat, pelayanan masyarakat. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat
penting dan menjadi salah satu kriteria yang diinginkan banyak perusahaan
dalam merekrut karyawan.

Menurut Joseph A. Devito, faktor penghambat komunikasi interpersonal
terbagi menjadi empat macam yaitu : Hambatan fisik yang dapat timbul ketika
terjadi gangguan fisik yang mempengaruhi  proses  komunikasi, seperti
perbedaan jarak antara komunikan, perbedaan posisi fisik, dan lain-lain,
kemudian Hambatan fisiologis yang dapat timbul ketika terjadi gangguan fisik
pada individu, seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan
lain-lain, selanjutnya Hambatan psikologis, hambatan ini dapat timbul ketika
terjadi gangguan psikologis pada individu, seperti perasaan takut, perasaan
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gugup, dan lain-lain. Yang terakhir Hambatan semantic yaitu gangguan atau
penghalang yang timbul akibat adanya perbedaan pemahaman  atau
interpretasi atas makna, istilah, atau konsep yang digunakan oleh pengirim
dan penerima pesan. Hal ini dapat terjadi karena latar bela.

Agar komunikasi interpersonal berjalan dengan baik maka ada beberapa hal
yang harus diperhatikan yaitu, Nilai-nilai dan norma sosial budaya setempat,
Segala aturan ketentuan, aturan, tata tertib yang sudah disepakati, Adat-istiadat,
kebiasaan yang dijaga kelestariannya, Kemudian Tata krama pergaulan yang baik,
Norma kesusilaan dan budi pekerti, Norma sopan-santun dalam segala tindakan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Interpersonal

Menurut Rakhmat (2007) meyakini bahwa komunikasi interpersonal
dipengaruhi oleh persepsi interpersonal,konsep diri,atraksi interpersonal, dan
hubungan interpersonal.(Adolph, 2016).

Persepsi Interpersonal adalah memberikan makna pada stimuli inderawi, atau
menafsirkan informasi inderawi. Persepi interpersonal adalah memberikan makna
terhadap stimuli inderawi yang berasal dari seseorang(komunikan), yang berupa
pesan verbal dan nonverbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan
berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi, seorang peserta komunikasi yang
salah memberi makna terhadap pesan akan mengakibat kegagalan komunikasi.
Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita.

Konsep diri yang positif, ditandai dengan lima hal, yaitu Yakin akan
kemampuan mengatasi masalah, Merasa setara dengan orang lain, Menerima
pujian tanpa rasa malu, Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai
perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyaraka
kemudian Mampu memperbaiki dirinya karena 1a sanggup mengungkapkan
aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubah.

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya
tarik seseorang. Komunikasi antarpribadi dipengaruhi atraksi interpersonal dalam
hal Penafsiran pesan dan penilaian, Efektivitas komunikasi.

Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang
dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajad
keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya
tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang
berlangsung di antara peserta komunikasi.

3.:Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administratie, yang meliputi
kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik,
agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti luas,
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menjelaskan administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada
semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar
dan kecil yang pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga
pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk
mencapai suatu tujuan bersama. Pengertian administrasi kependudukan menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lain.(ABADIE et al., 2018)

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa kebijakan tentang pelayanan
administrasi kependudukan sekarang ini ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang ini, Administrasi
Kependudukan didefinisikan sebagai rangkaian penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut bertujuan untuk,
Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk
untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh
penduduk, Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, Menyediakan
data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap,
mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
dan pembangunan pada umumnya, Mewujudkan tertib administrasi kependudukan
secara nasional dan terpadu, Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan
dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas fasilitas publik
dalam hal kependudukan, Diantaranya dokumen kependudukan, Pelayanan yang
sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Perlindungan atas data
pribadi, Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, Informasi mengenai data
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau
keluarganya, Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh
instansi pelaksana.
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan pada
dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk merupakan rangkaian kegiatan pencatatan
data diri masyarakat, pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk
rentan, serta penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu identitas maupun
surat keterangan kependudukan. Peristiwa kependudukan yang dimaksud meliputi
berbagai kejadian yang dialami seseorang dan berdampak pada perubahan data
administrasi, seperti perpindahan domisili, perubahan alamat, maupun perubahan
status tinggal dari terbatas menjadi tetap. Setiap peristiwa tersebut wajib
dilaporkan karena berimplikasi pada penerbitan atau pembaruan dokumen resmi
seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik memiliki tanggung jawab
untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk
konkret implementasi konsep negara kesejahteraan. Dalam kerangka tersebut,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan
bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang baik, layak, dan
berkualitas sesuai dengan tujuan serta asas-asas pelayanan publik. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas administratif,
melainkan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dasar
masyarakat. Oleh karena itu, orientasi pelayanan tidak hanya berfokus pada
penyediaan layanan secara teknis dan prosedural, tetapi juga pada bagaimana
aparatur negara mampu menghadirkan sikap profesional, etis, dan humanis dalam
setiap proses pelayanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Yusrizal et al. (2018),
tingkat kepuasan masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan atau
kemudahan prosedur, tetapi juga oleh sikap, perilaku, serta etika aparatur dalam
memberikan pelayanan. Dengan demikian, dimensi interpersonal dan moralitas
pelayanan menjadi elemen penting dalam membangun kualitas pelayanan publik
yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kecamatan memiliki posisi strategis
sebagai garda terdepan atau ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Kecamatan sering kali menjadi basis pelayanan karena menjadi tempat
pertama yang diakses masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan
administratif, seperti perizinan maupun pengajuan surat keterangan. Peran ini
menjadikan kecamatan sebagai representasi langsung pemerintah di tingkat paling
dekat dengan masyarakat. Secara struktural, kecamatan merupakan organisasi
pemerintahan di bawah pemerintah daerah yang dipimpin oleh camat dan
bertanggung jawab kepada kepala daerah, sehingga memiliki fungsi koordinatif
sekaligus operasional dalam pelayanan (Suandi, 2019). Oleh sebab itu, kualitas
pelayanan di tingkat kecamatan sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap
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kinerja pemerintah secara keseluruhan. Damayanti et al. (2019) menjelaskan
bahwa semakin baik mutu pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut akan
tumbuh secara signifikan ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik,
dihargai, dan memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diterima. Dengan
demikian, kualitas pelayanan yang optimal di tingkat kecamatan tidak hanya
berdampak pada kepuasan, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya hubungan
kepercayaan (high trust) antara masyarakat dan pemerintah.

a.Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik yang berkaitan langsung dengan pengakuan identitas hukum warga negara.
Administrasi kependudukan bukan sekadar kegiatan pencatatan data, tetapi
menjadi  instrumen negara dalam menjamin hak-hak sipil masyarakat,
memberikan kepastian hukum, serta membuka akses terhadap berbagai layanan
publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial. Dalam
sistem pemerintahan Indonesia, penyelenggaraan administrasi kependudukan
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Administrasi Kependudukan. Regulasi
tersebut menegaskan bahwa administrasi kependudukan mencakup kegiatan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menghasilkan dokumen resmi
sebagai alat bukti hukum yang sah (UU No. 23 Tahun 2006).

Secara teknis, pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari beberapa jenis
layanan utama. Pertama adalah pelayanan perekaman dan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (e-KTP). e-KTP berfungsi sebagai identitas resmi yang
memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor tunggal yang melekat
pada setiap warga negara seumur hidup. Proses perekaman dilakukan melalui
verifikasi data biometrik seperti foto wajah, sidik jari, dan tanda tangan elektronik
guna menjamin keakuratan identitas. Keberadaan e-KTP memiliki peranan
penting karena menjadi dasar dalam berbagai urusan administratif dan pelayanan
publik lainnya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan dalam proses perekaman dan
penerbitan e-KTP sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat,
terutama dalam hal ketepatan data, kecepatan pelayanan, serta kejelasan informasi
yang diberikan oleh aparatur (Nampa, 2022).

Jenis layanan kedua adalah penerbitan Kartu Keluarga (KK). Dokumen ini
memuat informasi mengenai susunan anggota keluarga, hubungan kekerabatan,
serta identitas kepala keluarga. KK memiliki fungsi strategis karena menjadi
dokumen dasar dalam pengurusan berbagai administrasi lain, seperti pendaftaran
pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun pengajuan dokumen perjalanan.



27

Ketelitian dan validitas data dalam KK menjadi aspek yang sangat penting,
mengingat setiap perubahan dalam struktur keluarga—seperti pernikahan,
kelahiran, kematian, atau perpindahan tempat tinggal—harus diperbarui dalam
dokumen tersebut. Pengelolaan data KK vyang terintegrasi dalam sistem
administrasi kependudukan dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan
publik secara keseluruhan (Novita Anggraini,2025).

Selanjutnya, pelayanan pencatatan akta kelahiran merupakan bagian dari
administrasi pencatatan sipil yang memiliki implikasi hukum yang luas. Akta
kelahiran menjadi bukti autentik atas peristiwa kelahiran seseorang dan menjadi
dasar pengakuan status kewarganegaraan serta identitas hukum anak. Tanpa
dokumen ini, individu berpotensi mengalami kendala dalam memperoleh berbagai
hak sipilnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin setiap peristiwa
kelahiran tercatat secara resmi dan tepat waktu. Penelitian mengenai pelayanan
administrasi kependudukan menunjukkan bahwa kemudahan prosedur dan akses
dalam pengurusan akta kelahiran dapat meningkatkan kepemilikan dokumen
kependudukan di tengah masyarakat (Nampa, 2022).

Selain itu, pelayanan penerbitan akta kematian juga menjadi bagian penting
dalam sistem administrasi kependudukan. Akta kematian merupakan dokumen
resmi yang mencatat peristiwa meninggalnya seseorang dan menjadi dasar dalam
pembaruan data kependudukan nasional. Pencatatan kematian tidak hanya
berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga memiliki dampak terhadap
perencanaan pembangunan, distribusi bantuan sosial, serta pengurusan hak-hak
keperdataan seperti warisan dan klaim asuransi. Pelayanan yang responsif dan
akurat dalam penerbitan akta kematian mencerminkan tertib administrasi serta
komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
(Novita Anggraini, 2025).

Jenis pelayanan lainnya adalah penerbitan berbagai surat keterangan
kependudukan, seperti surat pindah, surat keterangan domisili, surat keterangan
belum menikah, dan dokumen administratif lain sesuai kebutuhan masyarakat.
Layanan ini bersifat kondisional dan biasanya diperlukan untuk kepentingan
pendidikan, pekerjaan, maupun proses hukum tertentu. Walaupun terlihat
sederhana, pelayanan surat keterangan tetap menuntut ketelitian, kecepatan, dan
profesionalisme aparatur karena menyangkut validitas data yang dikeluarkan.
Pelayanan surat-menyurat yang baik menjadi indikator tata kelola administrasi
yang tertib dan responsif terhadap kebutuhan warga (Nampa, 2022)

Seluruh bentuk pelayanan administrasi kependudukan tersebut dijalankan
melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi
secara nasional. Sistem ini memungkinkan sinkronisasi dan pemutakhiran data
antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat mengurangi kesalahan maupun
duplikasi data. Integrasi tersebut memperkuat konsep identitas tunggal bagi setiap
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warga negara dan mendukung penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat.
Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi
pada aspek administratif semata, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam
mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa setiap jenis pelayanan
administrasi kependudukan memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam
menjamin tertib administrasi dan perlindungan hak sipil masyarakat. Keberhasilan
penyelenggaraan layanan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem yang
digunakan serta profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan. Dalam
konteks penelitian ini, pemahaman mengenai ragam pelayanan administrasi
kependudukan menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana
komunikasi interpersonal pegawai berperan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.

a. Prosedur Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik)

Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan
bagian penting dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. KTP
elektronik berfungsi sebagai identitas resmi penduduk yang memuat Nomor Induk
Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal yang berlaku seumur
hidup. Keberadaan e-KTP tidak hanya sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai
instrumen legal yang digunakan dalam berbagai pelayanan publik seperti
perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga layanan pemerintahan lainnya.
Penyelenggaraan pelayanan KTP elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU
Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa setiap penduduk wajib
memiliki KTP setelah berusia 17 tahun atau telah menikah (UU No. 24 Tahun
2013).

Secara administratif, prosedur pelayanan KTP diawali dengan pengajuan
permohonan oleh warga yang telah memenuhi syarat usia maupun status
perkawinan. Permohonan dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) atau unit pelayanan kecamatan yang telah memiliki fasilitas
perekaman. Pemohon diwajibkan membawa dokumen pendukung seperti Kartu
Keluarga (KK) sebagai dasar verifikasi data. Tahapan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa data kependudukan yang akan direkam telah sesuai dengan
data dasar yang tersimpan dalam sistem administrasi kependudukan nasional
(Permendagri No. 108 Tahun 2019).

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi data administratif oleh petugas.
Pada tahap ini, petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang tercantum
dalam dokumen dengan data yang ada pada Sistem Informasi Administrasi



29

Kependudukan (SIAK). Verifikasi ini penting untuk menghindari kesalahan input
maupun potensi duplikasi data kependudukan. Sistem SIAK sendiri merupakan
sistem terintegrasi yang menghubungkan data kependudukan secara nasional
sehingga setiap penduduk memiliki satu identitas tunggal yang tidak dapat
digandakan (UU No. 23 Tahun 2006).

Setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menjalani proses
perekaman biometrik. Perekaman ini meliputi pengambilan foto digital,
perekaman sidik jari, serta tanda tangan elektronik. Dalam ketentuan teknis
administrasi kependudukan, data biometrik tersebut menjadi komponen utama
yang tersimpan dalam chip e-KTP guna menjamin keaslian dan keunikan identitas
setiap individu. Proses ini mengharuskan pemohon hadir secara langsung karena
berkaitan dengan autentifikasi data personal yang tidak dapat diwakilkan
(Permendagri No. 108 Tahun 2019).

Selanjutnya, data yang telah direkam akan melalui proses validasi akhir
sebelum diterbitkan menjadi e-KTP. Validasi ini dilakukan untuk memastikan
bahwa seluruh informasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta tidak terdapat kesalahan teknis dalam penginputan data. Setelah
dinyatakan valid, kartu identitas akan dicetak dan diterbitkan oleh instansi
pelaksana. Dalam beberapa kasus, apabila terjadi keterbatasan blangko, pemohon
dapat diberikan surat keterangan pengganti sementara yang memiliki kekuatan
hukum yang sama hingga e-KTP fisik diterbitkan (UU No. 24 Tahun 2013).

Prosedur pelayanan KTP elektronik pada prinsipnya tidak dipungut biaya,
sebagaimana ditegaskan dalam regulasi administrasi kependudukan bahwa
seluruh pelayanan dokumen kependudukan diberikan secara gratis kepada
masyarakat. Ketentuan ini merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin
hak identitas setiap warga tanpa diskriminasi. Dengan adanya standar prosedur
yang jelas dan terstruktur, pelayanan KTP diharapkan dapat berjalan efektif,
transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, tahapan prosedur pelayanan KTP—mulai dari pengajuan
permohonan, verifikasi data, perekaman biometrik, validasi hingga penerbitan—
bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh identitas resmi
yang sah dan tercatat dalam sistem administrasi negara. Kejelasan prosedur ini
juga menjadi indikator kualitas pelayanan publik, karena ketepatan, kecepatan,
dan keakuratan dalam setiap tahapan sangat memengaruhi tingkat kepuasan
masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Dalam konteks penelitian ini, prosedur pelayanan KTP tidak hanya dipahami
sebagai rangkaian tahapan administratif, tetapi juga sebagai ruang interaksi antara
pegawai dan masyarakat. Setiap tahap prosedur melibatkan komunikasi
interpersonal yang menentukan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap prosedur pelayanan KTP menjadi landasan penting dalam
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menganalisis bagaimana komunikasi interpersonal pegawai berperan dalam
mendukung kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.

b. Peran Kecamatan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
1) Kecamatan sebagai Ujung Tombak Pelayanan Publik

Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam struktur pemerintahan
kabupaten/kota memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik,
khususnya dalam bidang administrasi kependudukan. Secara kelembagaan,
kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah
serta menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan untuk
dilaksanakan di wilayah kerjanya. Dalam konteks administrasi kependudukan,
kecamatan menjadi unit pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat
dalam proses pengurusan berbagai dokumen seperti KTP elektronik, Kartu
Keluarga, surat pindah, dan surat keterangan lainnya. Pelaksanaan administrasi
kependudukan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui melalui Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Administrasi
Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh
dokumen kependudukan sebagai bentuk pengakuan hukum atas identitasnya.

Sebagai ujung tombak pelayanan, kecamatan memiliki kedekatan geografis dan
sosial dengan masyarakat. Kedekatan ini menjadikan kecamatan sebagai lembaga
pemerintah yang paling mudah dijangkau dan paling sering berinteraksi dengan
warga. Dalam perspektif administrasi publik, pendekatan pelayanan yang
didekatkan kepada masyarakat merupakan implementasi prinsip desentralisasi
yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan. Kehadiran
kecamatan sebagai front line service memungkinkan pemerintah memahami
kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, kecamatan
tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan birokrasi, tetapi juga sebagai
representasi negara dalam memberikan pelayanan yang humanis dan akuntabel
kepada masyarakat.

2) ‘Mendukung Percepatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

Peran kecamatan dalam mendukung percepatan pelayanan dokumen
kependudukan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Dalam praktiknya, kecamatan sering diberikan kewenangan untuk
menerima berkas permohonan, melakukan pemeriksaan awal dokumen, serta
melaksanakan perekaman data biometrik bagi pemohon e-KTP. Mekanisme ini
bertujuan untuk memangkas alur birokrasi dan mengurangi beban pelayanan di
tingkat kabupaten, sehingga waktu penyelesaian dokumen dapat dipercepat.
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Secara teknis, pelaksanaan administrasi kependudukan di daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengatur tata cara
pelayanan serta penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) secara terintegrasi. Melalui sistem ini, kecamatan dapat menginput dan
memperbarui data penduduk secara langsung ke dalam database nasional.
Integrasi sistem tersebut tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga
meminimalkan risiko kesalahan data dan duplikasi identitas.

Percepatan pelayanan ini memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan
masyarakat. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan dalam proses pengurusan
dokumen, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kkinerja
pemerintah. Oleh karena itu, kecamatan memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai prosedur, tepat
waktu, dan transparan. Upaya percepatan ini juga mencerminkan komitmen
pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

3) Meningkatkan Efisiensi dan Mutu Pelayanan

Selain berperan dalam percepatan pelayanan, kecamatan juga memiliki
tanggung jawab dalam meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan administrasi
kependudukan. Efisiensi pelayanan berkaitan dengan kemampuan organisasi
dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik sumber daya manusia
maupun sarana prasarana pendukung. Camat sebagai pimpinan memiliki
kewenangan untuk mengatur pembagian tugas pegawai, mengoordinasikan
pelaksanaan pelayanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional
prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pelayanan e-KTP, misalnya, kecamatan perlu memastikan
kesiapan perangkat perekaman biometrik, ketersediaan jaringan internet yang
stabil, serta kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem SIAK. Apabila
manajemen internal berjalan dengan baik, maka pelayanan akan berlangsung lebih
tertib, terkoordinasi, dan minim kesalahan. Mutu pelayanan tidak hanya diukur
dari kecepatan, tetapi juga dari ketepatan data, keramahan aparatur, serta
kepastian waktu penyelesaian dokumen.

Peningkatan mutu pelayanan juga sejalan dengan prinsip pelayanan publik
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, yang menekankan pentingnya pelayanan yang berkualitas, profesional,
dan. akuntabel. Dengan demikian, kecamatan memiliki tanggung jawab untuk
terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pelayanan agar mampu
memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.
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4)-Memberikan Akses Pelayanan yang Mudah dan Terjangkau

Kecamatan juga berperan dalam menyediakan akses pelayanan yang mudah
dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Aksesibilitas pelayanan
mencakup kemudahan prosedur, keterbukaan informasi, serta perlakuan yang adil
tanpa diskriminasi. Kedekatan lokasi kecamatan dengan masyarakat
memungkinkan warga, termasuk yang berada di wilayah pedesaan, untuk
memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus mengeluarkan biaya
transportasi yang besar atau menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten.

Prinsip kemudahan akses ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor
25 'Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa setiap warga
negara berhak memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan
berkualitas. Kecamatan sebagai unit pelayanan terdekat harus mampu memastikan
bahwa prosedur tidak berbelit-belit serta informasi persyaratan disampaikan
secara jelas dan transparan.

Kemudahan akses pelayanan juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Apabila pelayanan dirasakan ramah, jelas, dan
tidak diskriminatif, maka citra pemerintah daerah akan semakin positif di mata
masyarakat. Dengan demikian, peran kecamatan dalam menyediakan akses
pelayanan yang mudah tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi
juga berkontribusi dalam membangun hubungan kepercayaan antara pemerintah
dan masyarakat.

5) Keterkaitan dengan Komunikasi Interpersonal Pegawai

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, kecamatan bukan
hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial
antara aparatur dan masyarakat. Setiap tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan
berkas, verifikasi data, hingga penyerahan dokumen, melibatkan proses
komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, keberhasilan kecamatan dalam
menjalankan perannya sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang
dibangun oleh pegawai.

Kemampuan pegawai dalam bersikap terbuka, empatik, dan profesional akan
menentukan kenyamanan masyarakat selama proses pelayanan berlangsung.
Komunikasi yang jelas dan santun dapat meminimalkan kesalahpahaman serta
mempercepat penyelesaian masalah administratif. Sebaliknya, komunikasi yang
kurang efektif berpotensi menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan masyarakat.

Dengan demikian, peran struktural kecamatan dalam pelayanan administrasi
kependudukan harus didukung oleh kompetensi komunikasi interpersonal
aparatur. Sinergi antara sistem pelayanan yang baik dan komunikasi yang efektif
akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas serta mampu memenuhi
harapan masyarakat secara optimal.
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2. Kalimat Objektif

kekurangan berkas

2. Penggunaan
bahasa yang tidak
menyudutkan

Variabel Indikator Fokus pengamatan | Sumber
data
1. Keterbukaan | 1. Terbuka kepada | 1.Cara pegawai | Pegawai
komunikan menjelaskan dan
prosedur dan | masyarakat
persyaratan
pelayanan ~ KTP
secara jelas dan
transparan
2. Jujur  terhadap | 2. Respons pegawai
masukan terhadap kritik,
pertanyaan,  dan
keluhan
masyarakat
2. Empati 1. Memahami 1. Sikap pegawai | Pegawai
kebutuhan dalam dan
menyesuaikan masyarakat
pelayanan dengan
kondisi
masyarakat
2. meningkatkan
kepuasan 2.Upaya  pegawai
memberikan
pelayanan  yang
memudahkan
masyarakat
3. Menawaarkan 3. Tindakan pegawai
bantuan saat  masyarakat
mengalami
kesulitan
4. Menghayati 4. Kemampuan
perspektif pegawai
memahami situasi
masyarakat
3. Sikap 1. Tidaak 1. Cara pegawai | Pegawai
mendukung menghakimi menyikapi dan
kesalahan atau | masyarakat




34

. Bersedia . Kesediaan
Mendengar pegawai
mendengarkan
penjelasan atau
keluhan
4. Sikap positif | 1. Bahasa . Penggunaan kata- | Pegawai
menyemangati kata yang | dan
membangun  dan | masyarakat
sopan
. Ekspresi ramah . Senyum,  kontak
mata, bahasa tubuh
terbuka
. Fokus pada |3. Cara pegawai
masalah menawarkan
penyelesaian
masalah
5. Kesetaraan . Perlakuan . Konsistensi sikap | Pegawai
hormat yang pegawai terhadap | dan
sama semua masyarakat | masyarakat
. Pelayanan  tanpa
. Tidak membedakan latar
diskriminatif belakang sosial
atau kedekatan
personal

D.Kerangka Pemikiran

Kajian teori yang telah diuraikan di atas, diuraikan suatu konsep yang akan
dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini. Kerangka teori dibuat dan

diterapkan dalam bentuk kerangka konseptual Berdasarkan sesuai dengan
penelitian yang akan dilakukan adalah:
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_: Gambar 4
S Kerangka Pemikiran
=
3 Kantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
> Penerapan Komunikasi Interpersonal Pegawai dalam Memberikan Pelayanan
!

B

Keterbukaan (Openness)

1. Komunikator interpersonal harus terbuka untuk komunikan
Kesiapan komunikator untuk berperilaku jujur atas masukan yang diterima

Empati (Emphaty)

Memahami kebutuhan dan menyesuaikan pelayanan yang tersedia.
Mencari cara untuk meningkatkan kepuasan

Menawarkan bantuan yang sesuai

Menghayati perspektif pelanggan

el S

uad
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|

Sikap Mendukung(Supportiveness)
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1. Menghindari sikap menghakimi
Menggunakan kalimat objektif tanpa penilaian.
3. Bersedia untuk mendengarkan pandangan dari lawan bicara
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Sikap Positif (Positiveness)

AUD

1. Bahasa yang menyemangati
Ekspresi nonverbal yang ramah
= o = 3. Kemampuan untuk fokus pada solusi daripada masalah

unsn

u

:1aq

Kesetaraan (Equality)

1. Memperlakukan semua penerima informasi dengan hormat yang sama
2. Tidak membeda-bedakan kedudukaan,latar belakang dari penerima untuk
menerima pelayanan




BAB III
METODE PENELITIAN

A.Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan
komunikasi interpersonal pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan
di Kantor Camat Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Metode deskriptif
digunakan untuk menggambarkan fakta secara sistematis dan faktual mengenai
fenomena yang terjadi di lapangan. (Arikunto, 2003)

Menurut Afifuddin (2009:57) “metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah,(lawannya
adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada
generalisasi”. Melalui penjelasan menurut para ahli, maka dapat disimpulkan
bahwa , metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian berorientasi
pada fenomena gejala yang bersifal alami untuk memahami masalah kemanusiaan
dan sosial dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.(Tampubolon, 2023)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena kantor kecamatan merupakan salah
satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pelayanan
administrasi  kependudukan bagi masyarakat. Adapun waktu penelitian
dilaksanakan dalam rentang waktu 3 bulan dari bulan April-Juni 2025.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel lebih menekankan pada
sumber data dan informan penelitian, yaitu pihak-pihak yang memiliki
pengalaman, keterlibatan, serta pengetahuan langsung terhadap fenomena yang
diteliti:

1. -Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses
pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu, baik dari unsur aparatur pelayanan maupun masyarakat
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sebagai penerima layanan. Populasi ini mencakup pegawai yang terlibat dalam
pelayanan pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP serta masyarakat yang
pernah melakukan pengurusan administrasi kependudukan di kantor tersebut
dalam periode penelitian berlangsung.

2.-Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan
bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung
dalam proses komunikasi interpersonal pada pelayanan administrasi
kependudukan. Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat kualitatif yang lebih
menekankan kedalaman informasi daripada jumlah responden. Jumlah informan
dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, yang terdiri atas aparatur pelayanan dan
masyarakat pengguna layanan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ibu Dewi selaku PIt. Kasi Pelayanan Umum, dipilih karena memiliki peran
dalam pengelolaan pelayanan serta interaksi langsung maupun tidak langsung
dengan masyarakat.

b. lbu Sudaryanti, S.E. selaku Operator KTP, dipilih karena berperan langsung
dalam proses teknis pelayanan administrasi kependudukan dan intens
berkomunikasi dengan masyarakat.

c. Bapak Suarno selaku Staf Administrasi, dipilih karena terlibat dalam proses
administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan.

d. Bapak Badawani, S.Sos. selaku Camat Batang Cenaku, dipilih sebagai
pimpinan instansi yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pelayanan dan
pemahaman menyeluruh mengenai sistem pelayanan

e. Naily merupakan masyarakat yang pernah mengurus administrasi
kependudukan.

f."Via merupakan masyarakat yang pernah melakukan administrasi
kependudukan

0.-Agila adalah masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam proses
pelayanan.

Pemilihan informan masyarakat didasarkan pada kriteria pernah menerima
pelayanan administrasi kependudukan serta bersedia memberikan informasi
mengenai pengalaman komunikasi mereka dengan pegawai. (Puspitasari et al.,
n.d.)

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penerbitan administrasi
kependudukan maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai
berikut (Tampubolon, 2023):
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1.-Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Menurut Riyanto (2010:82) interview atau wawancara merupakan metode
pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik
dengan subyek atau responden. Menurut Afifuddin (2009:131) wawancara adalah
metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang
yang menjadi informan atau responden. Berdasarkan penjelasan para ahli dapat
distimpulkan bahwa, interview atau wawancara merupakan metode pengambilan
data dengan bertukan informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik
dengan subyek atau responden dalam suatu topic tertentu. Wawancara sebagai
metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber
mengenai komunikasi interpersonal yang diterapkan pegawai kepada masyarakat
dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor camat.

2. Observasi

Jenis observasi yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi non
partisipan dan jenis observasi sistematik. Peneliti menggunakan observasi non
partisipan karena dalam penelitiannya tidak ikut andil dalam segala macam
kegiatan yang dilakukan observe. Penggunaan observasi sistematik bertujuan
supaya observasi yang dilakukan oleh peneliti terstruktur, tidak keluar dari alur
penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati komunikasi interpersonal
pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor camat batang
cenaku kabupaten indragiri hulu. Riyanto (2010:98-100)

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti prosedur pelayanan, kebijakan
administrasi, serta laporan terkait pelayanan publik di kecamatan. Menurut
Arikunto (2006:158) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Riyanto (2012:103) metode
dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang
sudah ada. Berdasarkan penjelasan ahli maka dapat disimpulkan bahwa metode
dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan
menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:132) analisis data adalah “proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari penggalian data kemudian
diorganisasikan ke dalam beberapa kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit,
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara
interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga
penelitian selesai. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam
praktik komunikasi interpersonal pegawai dalam pelayanan administrasi
kependudukan di Kantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles, Huberman, dan
Saldana, yang meliputi tiga tahapan utama berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan,
serta mengorganisasikan data mentah yang diperoleh dari hasil observasi,
wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi
data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu komunikasi interpersonal
pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan. Data yang berkaitan
dengan indikator keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan
kesetaraan dipilah dan dikelompokkan, sementara data yang tidak berkaitan
langsung disisihkan. Proses ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang
lebih terarah terhadap permasalahan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data
disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau
pengelompokan berdasarkan tema. Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti
melihat pola hubungan antar konsep, seperti bagaimana bentuk komunikasi
pegawai memengaruhi kenyamanan masyarakat, atau bagaimana sikap pegawai
tercermin dalam interaksi pelayanan. Dengan penyajian data yang terorganisasi,
peneliti dapat memahami situasi komunikasi secara lebih jelas dan menyeluruh

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti
merumuskan makna dari data yang telah dianalisis, menemukan tema-tema utama,
serta mengidentifikasi pola komunikasi interpersonal yang terjadi dalam
pelayanan administrasi kependudukan. Kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat
final sebelum diverifikasi kembali dengan data lapangan, hasil wawancara, serta
teori komunikasi interpersonal yang digunakan dalam penelitian. Proses verifikasi
ini‘dilakukan secara berulang agar hasil penelitian benar-benar akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan.



BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi interpersonal pegawai
dalam pelayanan administrasi kependudukan pembuatan KTP di Kantor Camat
Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disimpulkan bahwa secara umum
komunikasi interpersonal pegawai dalam proses pelayanan sudah berjalan cukup
baik. Hal ini terlihat dari adanya upaya pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat melalui interaksi langsung yang melibatkan keterbukaan,
empati, sikap suportif, sikap positif, serta kesetaraan dalam berkomunikasi.
Pegawai berusaha memberikan informasi yang jelas terkait prosedur pembuatan
KTP, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melengkapi
persyaratan administrasi, serta menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan
masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis,
penerapan komunikasi interpersonal tersebut masih belum sepenuhnya optimal
dalam beberapa aspek. Pada aspek sikap positif misalnya, meskipun dalam
wawancara pegawai menyatakan telah memberikan pelayanan secara ramah dan
baik, dalam praktiknya masih ditemukan pegawai yang belum sepenuhnya
menunjukkan sikap ramah melalui komunikasi verbal maupun nonverbal seperti
ekspresi wajah, intonasi suara, serta gestur tubuh saat melayani masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara persepsi
pegawai mengenai pelayanan yang mereka berikan dengan realitas yang dirasakan
oleh masyarakat dalam proses pelayanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal pegawai
dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Batang Cenaku
telah diterapkan, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dalam
setiap interaksi pelayanan. Peningkatan kualitas komunikasi interpersonal,
terutama dalam menunjukkan sikap positif, keramahan, serta kepekaan terhadap
kebutuhan masyarakat, menjadi hal penting untuk mendukung terciptanya
pelayanan publik yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.

B. Saran

Bagi Kantor Camat Batang Cenaku, diharapkan agar terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan memperkuat
kemampuan komunikasi interpersonal pegawai. Upaya tersebut dapat dilakukan
melalui pelaksanaan pelatihan pelayanan publik, pembinaan sikap profesional,
serta peningkatan kesadaran pegawai dalam memberikan pelayanan yang ramah,
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responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan adanya
peningkatan kemampuan komunikasi interpersonal tersebut, diharapkan
pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan
mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selain itu, bagi pegawai yang bertugas dalam pelayanan administrasi
kependudukan, diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan komunikasi
interpersonal dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam
menunjukkan sikap positif. Sikap ramah, penggunaan bahasa yang sopan, serta
ekspresi nonverbal yang baik seperti senyuman, intonasi suara yang bersahabat,
dan; sikap terbuka dalam memberikan informasi perlu terus diperhatikan dan
ditingkatkan. Hal ini penting agar masyarakat merasa dihargai, dipahami, serta
merasa nyaman dalam menerima pelayanan administrasi kependudukan yang
diberikan oleh pihak kecamatan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena
hanya berfokus pada komunikasi interpersonal pegawai dalam pelayanan
administrasi kependudukan khususnya pada pembuatan KTP. Oleh karena itu,
peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan
memperluas objek kajian pada pelayanan administrasi kependudukan lainnya,
seperti pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun jenis layanan
administrasi lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan
pendekatan atau metode penelitian yang berbeda agar dapat menghasilkan kajian
yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kualitas komunikasi dalam
pelayanan publik.
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Lampiran 1
A. Instrumen Wawancara
Komunikasi Interpersonal Pegawai Dalam Administrasi Kependudukan

di Kantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Bagaimana Bapak/Ibu memahami peran komunikasi interpersonal dalam
pelayanan pembuatan KTP di Kantor Camat Batang Cenaku?

Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan informasi mengenai persyaratan
dan prosedur pembuatan KTP kepada masyarakat?

Apakah Bapak/Ibu selalu menjelaskan tahapan pelayanan pembuatan KTP
secara rinci kepada masyarakat? Jelaskan.

Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami
informasi yang telah disampaikan?

Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika masyarakat masih merasa bingung atau
belum memahami penjelasan yang diberikan?

Apakah Bapak/Ibu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya
terkait pembuatan KTP? Mengapa demikian?

. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjelaskan kepada masyarakat apabila terdapat

kekurangan atau kesalahan berkas dalam pengurusan KTP?

Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam
melengkapi persyaratan pembuatan KTP?

Apakah Bapak/Ibu berusaha memahami kondisi dan latar belakang masyarakat
yang datang mengurus KTP? Jelaskan.

Bagaimana bentuk empati yang Bapak/Ibu tunjukkan kepada masyarakat dalam
proses pelayanan administrasi kependudukan?

Bagaimana Bapak/Ibu membantu masyarakat agar proses pembuatan KTP
dapat berjalan dengan lancar?

Apakah Bapak/Ibu memberikan arahan atau solusi ketika masyarakat
menghadapi kendala dalam pelayanan KTP? Jelaskan.

Bagaimana sikap Bapak/Ibu dalam melayani masyarakat ketika jumlah
pemohon KTP sedang banyak?

Apakah Bapak/Ibu tetap berusaha bersikap ramah dan sopan dalam setiap
situasi pelayanan? Mengapa hal tersebut penting?

Bagaimana Bapak/Ibu menjaga sikap positif dalam berkomunikasi dengan
masyarakat selama proses pelayanan berlangsung?

Apakah Bapak/Ibu memperlakukan semua masyarakat yang mengurus KTP
dengan cara yang sama? Jelaskan.

Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi masyarakat dari latar belakang sosial dan
pendidikan yang berbeda-beda?

Apakah kedekatan personal dengan masyarakat pernah memengaruhi cara
Bapak/Ibu memberikan pelayanan? Jelaskan.
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Bagaimana Bapak/Ibu menjaga profesionalitas agar pelayanan pembuatan KTP
tetap adil dan tidak diskriminatif?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh keterbukaan informasi terhadap
kepercayaan masyarakat kepada pegawai?

Bagaimana komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan kepuasan
masyarakat dalam pelayanan KTP?

Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antara pegawai dan masyarakat dalam
pelayanan KTP? Bagaimana cara menyelesaikannya?

Menurut Bapak/Ibu, aspek komunikasi interpersonal apa yang paling penting
dalam pelayanan pembuatan KTP? Mengapa?

Bagian mana dari komunikasi dengan masyarakat yang masih perlu
ditingkatkan dalam pelayanan KTP

Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas komunikasi
interpersonal pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan ke depan?
Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat mengurus pembuatan KTP di Kantor
Camat Batang Cenaku?

Apakah Bapak/Ibu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai persyaratan
dan prosedur pembuatan KTP?

Bagaimana cara pegawai menyampaikan informasi pelayanan KTP kepada
Bapak/Ibu?Apakah informasi yang diberikan pegawai mudah dipahami?
Jelaskan.

Apakah pegawai memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu untuk bertanya
terkait pembuatan KTP?

Bagaimana sikap pegawai saat Bapak/Ibu meminta penjelasan tambahan?
Apakah pegawai bersedia menjelaskan kembali jika Bapak/Ibu belum
memahami informasi yang disampaikan?

Bagaimana pegawai menyampaikan informasi apabila terdapat kekurangan
berkas dalam pengurusan KTP?

Apakah Bapak/Ibu merasa pegawai memahami kesulitan yang dihadapi dalam
proses pembuatan KTP?

Bagaimana sikap pegawai ketika Bapak/Ibu mengalami kendala dalam
pelayanan KTP?

Apakah pegawai membantu dan memberi solusi selama proses pengurusan
KTP? Jelaskan.

Bagaimana sikap pegawai dalam melayani Bapak/Ibu, apakah ramah dan
sopan?

Apakah sikap pegawai tersebut membuat Bapak/Ibu merasa nyaman saat
mengurus KTP?

Apakah Bapak/Ibu merasa dilayani dengan baik tanpa membedakan latar
belakang sosial atau pendidikan?
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Menurut Bapak/Ibu, apakah semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang
sama dalam pembuatan KTP?

Bagaimana keterbukaan pegawai memengaruhi kepercayaan Bapak/Ibu
terhadap pelayanan di kantor camat?

Apakah komunikasi pegawai membantu memperlancar proses pembuatan KTP
yang Bapak/Ibu urus?

Menurut Bapak/Ibu, aspek apa yang paling berkesan dari komunikasi pegawai
saat melayani pembuatan KTP?

Apakah masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam komunikasi pegawai
kepada masyarakat?

Apa harapan Bapak/Ibu terhadap sikap dan komunikasi pegawai dalam
pelayanan pembuatan KTP ke depan?



Lampiran 2

A. Dokumentasi Wawancara Pegawai
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Pelaksanaan wawancara bersama ibu dewi selaku Plt. Kasi Pelayanan Umum

pada tanggal (05-01-2026)

Pelaksanaan wawancara bersama ibu sudéryanti, S.E sela
(05-01-2026)
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Pelaksanaan wawancara bersama Bapak Suarno selaku Staf Administrasi
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